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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan

transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis

besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal.

Huruf Arab | Nama Huruf latin Keterangan

‘ alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
o ba’ b -

O ta’ t -

R Sa § s (dengan titik di atas)
z jim j -

- ha’ h h (dengan titik di bawah)
t kha’ kh -

3 dal d -

3 zal z z (dengan titik di atas)
J ra’ r -

3 zai zZ :

" sin S -

uﬁ syin sy -
Ul sad s s (dengan titik di bawah)
) dad d d (dengan titik di bawah)
5 ta’ t {(dengan titik di bawah)
L 74 z z (dengan titik di bawah)
£ ‘ain ¢ koma terbalik

'& gain g -
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i fa’ f -

@ qaf q -

J kaf k -

J lam 1 -

a mim m -

N nun n -

3 wawu W -

2 ha’ h -

P hamzah ¥ apostrof (tetapi tidak
dilambangkan apabila
terletak di awal kata)

S ya’ ¥ -

2. Vokal.

Vokal bahasa Arab seperti Vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a.Vokal Tunggal.

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
- Fathah a a
- Kasroh i i
— Dammah u u
Contoh;

& . kataba <& 3. yazhabu
Jis - swila 83z ukira



b.Vokal Rangkap.

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat
dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
S ennn Fathah dan ya ai adanl
_9] Fathah dan wawu au adanu
Contoh:
@S _kaifa Js - haula
3. Maddah.

Maddah atau vokal panjang yang berupa harkat dan huruf, transliterasinya
berupa huruf dan tanda:

Tanda Nama Huruf Latin Nama

I... Fathah dan alif
Atau alif Maksiirah
S Kasrah dan ya

1

a dengan garis di atas

[y,

1 dengan garis di atas

i S Dammah dan wawu i u dengan garis di atas
Contoh:

Ja - gala J - qila

w ) -rama dﬁ:\ - yaqiilu

4, Ta’ Marbitah.
Transliterasi untuk ta’ marbiitah ada dua:
a. Ta’ Marbitah hidup

Ta’ Marbitah yang hidup atau yang mendapat harakah fathah, kasrah dan

dammabh, transliterasinya adalah (t).
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b. Ta’ Marbatah mati.

Ta’ marbitah yang mati atau mendapat harakat sukun, translitrasinya
adalah (h)

Contoh: 4alh_Talhah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ marbiitah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta’

marbatah itu ditransliterasikan dengan ha/h/
Contoh: 43all 4.a 9 ) _raudah al-jannah

5. Syaddah(Tasydid).
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah

itw.
Contoh:
W »  rabbana
ps nu’imma
6. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf “«J)

“ Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu tidak dibedakan atas kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh
huruf gamariyyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan

dihubungkan dengan tanda (-)
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Contoh: i

da )ll - al-Rajulu

5 gl - al-Sayyidatu
Contoh:
eﬁ“ - al-Qalamu
&l - al-Badi’u
7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan
apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di

akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam

tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

(g syai’un <yl umirtu

o gl an-Nau’u O b ta’khuziina

8. Penulisan kata atau kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis
terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah
lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang
dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata
perkata.

Contoh:

G Y i sed ) ) 5-Wa inna Allah lahuwa khairu al-Razigin
O sall g LS g8 g8 _Fa caufu al-Kaila wa al- Mizan
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9.Penulisan huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan
huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh
kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

J g 3 Y} dana lag -wama Muhammadun illa Rasil
o Lall et s Jd )  -inna awwala baitin wudi’a linnasi
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ABSTRAK

Eksistensi pengadilan agama Banyumas sebagai salah satu sarana
(tempat) pencari keadilan bagi orang-orang yang bersengketa mendapat
sambutan baik dari masyarakat di Kabupaten Banyumas yang menjadi yuridiksi
Pengadilan Agama Banyumas. Hal ini terlihat dengan adanya kesadaran
(hukum) masyarakat dalam menempuk proses penyelesaian sengketa, terutama
masalah sengketa perkawinan (perceraian) bagi orang-orang yang beragama
Islam di Pengadilan Agama Banyumas. Namun dari sekian banyak kasus
perceraian (kurang lebih 800 perkara per tahun) masih kurangnya proses
penyelesaian yang berakhir dengan jalan damai. Hal inilah yang menjadikan
penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut. Bagaimana upaya hakim dalam
mendamaikan perkara? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga
masih banyak kasus-kasus perceraian yang diputus dengan cerai? inilah
beberapa pertanyaan yang melatarbelakangi mengapa penelitian ini dilakukan
oleh penyusun.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field
research). Sedang bila dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk deskriptif-
analitik dengan analisa dan interpretasi yang tepat. Adapun pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan yuridis dan pendekatan normatif. Hasil sumber
data yang telah diperoleh baik dari sumber primer maupun sekunder, kemudian
dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif.,

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Upaya hakim dalam mendamaikan
perkara perkara perceraian di Pengadilan Agama Banyumas sudah sesuai
dengan aturan hukum baik hukum agama (al-Qur'an dan hadis) maupun
perundang-undangan yang berlaku. Adapun langkah yang ditempuh Majelis
Hakim adalah pertama, menasehati. Kedua, menunda Sidang. Keriga,
menghadirkan pihak ketiga. Para Hakim di Pengadilan Agama Banyumas yang
memiliki motivasi untuk memenuhi kepentingan hukum acara, kewajiban moral
dan demi tercapainya sebuah proses beracara atau terselesaikannya perkara
dengan sederhana, cepat dan biaya ringan adalah motivasi yang ideal, sehingga
peran Hakim dalam upayanya mendamaikan perkara perceraian di Pengadilan
Agama Banyumas sudah optimal. (2) Salah satu penyebab masih banyaknya
perkara perceraian yang diputus oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama
Banyumas adalah belum diterapkannya mediasi di Pengadilan Agama
Banyumas. Selain itu adalah faktor kualitas perkara yang ditangani, kurangnya
pemahaman terhadap makna perkawinan seperti tidak tanggung jawab dan
kedua belah pihak kurang kooperatif. Sementara itu, kemampuan Hakim dalam
berkomunikasi, dalam hal penasehatan, konsultasi dan konseling serta
kemampuan Hakim dalam menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis
nabi adalah salah satu faktor yang menjadi pendukung dalam mengupayakan
terjadinya perdamaian. Selain itu adalah kehadiran kedua belah pihak (suami-
isteri) pada setiap persidangan.
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Kewajiban awal yang dilakukan Hakim dalam suatu proses perkara
adalah mengadakan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa. Inilah
fungsi Hakim yang lebih mulia dibandingkan menjatuhkan putusan yang
meletakkan berakhirnya suatu sengketa.'

Dalam sengketa perkara perceraian, kewajiban mendamaikan para pihak
bersifat imperatif yakni sebagai beban yang diwajibkan oleh undang-undang
atau hukum kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan
memutuskan perkara tersebut. Oleh karena itu, upaya mendamaikan ini
haruslah dilakukan secara serius dan optimal” Dengan kata lain dalam
sengketa perceraian peran atau fungsi hakim dalam mendamaikan pihak-pihak
yang bertikai untuk menghentikan persengketaan (pertikaian) tersebut ialah
mengupayakan tidak terjadinya perceraian.’ Dalam praktek, Pengadilan

Agama pada setiap tahap persidangan sampai pada saat putusan akan

! Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,

(Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2002), him. 95.

* Nasruddin Salim, “Pemberdayaan Lembaga Damai pada Pengadilan Agama (Eks. Pasal
130 HIR/154 R. bg)”, Mimbar fH{ukum, No. 63, tahun XV (Maret 2004), hlm. 13.

¥ Mukti Arto, Prakiek Perkara Perdaia pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar: 1996), him. 93.



dibacakan (berakhirnya proses), ditangan hakimlah peran untuk mendamaikan
pihak-pihak yang bersengketa.*

Hukum acara perdata yaitu HIR dan Rbg sebagai hukum acara yang
berlaku pada Pengadilan Agama, khususnya didalam pasal 130 HIR dan 154
Rbg menyatakan pula tentang usaha perdamaian yang harus dilakukan oleh
Hakim sebelum memasuki proses persidangan selanjutnya. Ketentuan tersebut
kemudian dijabarkan lebih detail dan teknis, baik secara eksplisit maupun
secara implisit oleh Pasal-pasal 56 ayat (2), 65, 70 ayat (1), 82, 83 Undang-
undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 16, 31 ayat (1)
dan (2), 32 dan 33 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .

Menurut Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No 7 Tahun 1989 ditegaskan:
“Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha
mendamaikan kedua belah pihak™. Bahkan di dalam pasal 82 ayat (4) lebih
memperluas lagi jangkauan maknanya sehingga bunyinya menjadi: “Selama
perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap
sidang pemeriksaan”. Apabila dicermati pada Pasal 82 ayat (4) tersebut, dapat
diperhatikan bahwasanya Hakim akan lebih bisa mengoptimalkan usahanya di
dalam mendamaikan pihak-pihak dengan lamanya waktu yang tersedia.

Di dalam ajaran Islam peran mendamaikan adalah suatu pekerjaan yang
dinilai baik. dan Allah sangat menyukai orang yang menjalankan fungsi

perdamaian tersebut, karena dinilai sebagai perbuatan yang adil.

* Umar Mansyur Syah, Hukum Acara Perdaia Peradilan Agama Menurut Teori dan
Prakiek (Bandung: Sumber Bahagia, 1991), him. 128.



Beberapa pandangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta
isyarat di dalam Al-Qur’an, menunjukan betapa baik dan pentingnya
penyelesaian sengketa melaui jalur perdamaian. Ini sangatlah sesuai dengan

firman Allah yang berbunyi

Om sl gl Cagne J ABaay sdl (e V) aalgad G IS A Y

3 Laalac 1 jal 433 < a guid dlil Ciliia ja el M3 iy (e 9 il

Bahkan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah dikutip di
atas sangat menekankan dan menganjurkan agar Hakim dalam memeriksa
perkara (perceraian) harus mengupayakan bahkan memperioritaskan agar
pihak-pihak dapat saling berdamai.

Usaha hakim dalam mengupayakan perdamaian jika dilakukan secara
maksimal dan sungguh-sungguh, maka tidak musatahil dapat menghasilkan
sesuatu yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berperkara, yaitu
permasalahan dapat dihilangkan dan bagi Lembaga Peradilan kemungkinan
berkurangnya tunggakan perkara ditingkat Banding dan Kasasi.

Memang harus diakui bahwa gagalnya perdamaian bisa menyebabkan
perkara akan sampai pada tingkat Kasasi dan mengakibatkan penumpukan
perkara di Mahkamah Agung. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun
2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan

lembaga damai merupakan langkah yang tepat untuk membatasi perkara

3 Al-Nisa' (4): 114.



kasasi ke Mahkamah Agung, sekaligus juga merupakan langkah nyata dalam
mengoptimalkan upaya perdamaian para pihak yang bersengketa, karena
perkara atau sengketa yang diakhiri dengan perdamaian pada tingkat pertama
sudah tertutup kemungkinan untuk upaya banding, kasasi atau peninjauan
kembali. Surat edaran ini pada pokoknya menckankan bahwa hakim dalam
upaya melakukan perdamaian terhadap pihak-pihak yang bersengketa dalam
persidangan tidak sekedar formalitas, tetapi dilakukan secara sungguh-
sungguh agar para pihak yang bersengketa dapat mengakhiri perkaranya
dengan perdamaian.

Di Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga yang melakukan
kekuasaan kehakiman, yang menangani perkara-perkara perdata khususnya,
diharapkan dapat mendayagunakan tugas perdamaian melalui peran hakim
dalam setiap perkara perceraian yang diajukan padanya. Sebab dengan peran
tersebut, pihak-pihak yang berperkara (suami-isteri) dapat terhindar dari
perceraian dan kembali untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Salah satu peranan penting yang dapat dilakukan hakim yaitu
mendamaikan pihak-pihak yang berperkara untuk tidak memperpanjang
perscalan (perkaranya) hingga berakhir dengan perceraian. Peran tersebut
diharapkan dapat menekan jumlah pasangan suami-isteri yang akan
memutuskan ikatan perkawinan mereka. Lebih jauh dari itu, melalui
kewajiban mendamaikan, hakim secara tidak langsung telah memelihara
hubungan cinta kasih antara suami, isteri dan anak-anaknya, serta terhindar

dari akibat-akibat lain yang akan muncul pada paska perceraian tersebut.



Baik pula diakui bahwa pelaksanaan peran mendamaikan memeriukar;
dukungan faktor-faktor lain, seperti keinsyafan yang mendalam dan
pengetahuan yang cukup dari para hakim tentang makna dan tujuan
perkawinan serta akibat-akibat yang akan timbul jika perkawinan itu menjadi
pecah (diputuskan) ikatannya.

Eksistensi pengadilan agama Banyumas scbagai salah satu sarana
(tempat) pencari keadilan bagi orang-orang yang bersengketa mendapat
sambutan baik dari masyarakat di Kabupaten Banyumas yang menjadi
yuridiksi Pengadilan Agama Banyumas. Hal ini terlihat dengan adanya
kesadaran (hukum) masyarakat dalam menempuk proses penyelesaian
sengketa, terutama masalah sengketa perkawinan (perceraian) bagi orang-
orang yang beragama Islam di Pengadilan Agama Banyumas. Namun dari
sekian banyaknya kasus perceraian yang ditangani banyak yang dikabulkan
(diputus cerai) dari sini penyusun melihat masih kurangnya proses
penyelesaian yang berakhir dengan jalan damai, dalam arti perceraian belum
dapat ditekan agar tidak terjadi.® Hal inilah yang menjadikan penyusun tertarik
untuk meneliti lebih lanjut dan mengangkat permasalahan ini dalam bentuk
skripsi dengan tema Peran Hakim dalam Upaya Perdamaian pada Perkara

Perceraian di PA Banyumas Tahun 2002-2004.

¢ Laporan Tentang Perkara yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama Banyumas
Tahun 2002-2004.



B. Pokok Masalah.
Berdasarkan latar belakang di atas dan untuk memperjelas arah
penelitian, maka pokok masalah dari penelitian ini adalah:
I. Bagaimana upaya hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam
mendamaikan perkara perceraian?
2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat bagi Hakim di
Pengadilan Agama Banyumas dalam mengupayakan perdamaian pada

perkara perceraian?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian.
Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas maka tujuan dari
penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Mengkaji bagaimana upaya hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam
mendamaikan perkara perceraian.
b. Mengungkap faktor-faktor pendukung dan penghambat yang

mempengaruhi berhasil dan tidaknya upaya perdamaian pada perkara

perceraian bagi para Hakim Pengadilan Agama Banyumas .
2. Kegunaan Penelitian
a. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan
pemikiran bagi pengembangan ilmu syari'ah pada umumnya dan hukum
perdata pada khususnya serta dapat dijadikan rujukan penelitian

selanjutnya tentang perdamaian.



b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi para
hakim di dalam menangani perkara-perkara perceraian agar lebih

mengoptimalkan usahanya dalam mengupayakan perdamaian.

D. Telaah Pustaka.

Hampir dapat dipastikan bahwa buku-buku yang berjudul Hukum Acara
Perdata, di dalamnya membahas tentang prinsip-prinsip perdamaian. Hal ini
sangatlah rasional, sebab tujuan hakiki dari pemeriksaan perkara perdata
adalah tercapainya perdamaian. Meskipun demikian, prinsip-prinsip
perdamaian tersebut masih berada dalam tataran teori dan konsep. Teori-teori
serta konsep-konsep tersebut akan menemukan hasil kegunaannya jika
diterapkan secara sungguh-sungguh oleh para hakim pada setiap proses
pemeriksaan perkara-perkara yang ditanganinya. Hal ini dengan harapan
apabila para hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan
para pihak yang bersengketa, maka perkara tersebut akan berakhir dengan
perdamaian.

Dalam hal ini penyusun tidak menutup mata, bahwa skripsi-skripsi
ataupun penelitian yang ada kaitannya dengan perdamaian telah ada. Akan
tetapi penelitian tentang upaya para hakim dalam mendamaikan perkara
perceraian di Pengadilan Agama Banyumas belum ada. walaupun hukum tata
cara para hakim untuk memproses atau mengadili perkara itu semua sama,
akan tetapi penyusun berkeyakinan bahwasannya dengan daerah, adat, kultur,

serta kebudayaan yang berbeda, akan terdapat perbedaan pula cara serta



hasilnya, dan penyusun juga berkeyakinan bahwasannya antara manusia satu
dengan yang lainnya tidak ada yang sama begitu juga dalam hal kemampuan
dengan artian dalam hal kemampuan para Hakimpun berbeda pula. sehingga
penyusun merasa tertarik untuk mengadakan penelitian tentang hal dan di
Pengadilan Agama tersebut. Adapun skripsi-skripsi ataupun penelitian-
penelitian tentang hal ini yang penyusun ketemukan antara lain sebagai
berikut: pertama, Skripsi yang ditulis oleh Amalia Rahmawati yang berjudul,
Upaya Hakim dalam Mencegah Perceraian Studi pada Pengadilan Agama
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2002." skripsi ini berupaya menjelaskan
bahwasannya dalam mencegah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama,
Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara terlebih
dahulu. Adapun yang menjadi penghambat bagi hakim dalam mendamaikan
antara lain: para pihak telah bertekat bulat untuk bercerai, kedua belah pihak
enggan untuk datang pada persidangan dan cenderung mewakilkan kepada
kuasa hukumnya, keterbatasan waktu, kemadharatan dalam kehidupan
berumah tangga lebih banyak dibandingkan kemaslahatannya. Kedua, karya
Ade Nurhadi dalam skripsinya yang berjudul, Upaya Hakim dalam
Mendamaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta.® Karya

ini mencoba menjelaskan upaya yang ditempuh hakim Pengadilan Agama

7 Amalia Rahmawati, "Upaya Hakim Dalam Mencegah Perceraian Studi Pada Pengadilan
Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2002", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga (2003).

¥ Ade Nurhadi, "Upaya Hakim Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan
Agama Yogyakarta", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
(1999).



Yogyakarta dalam mendamaikan perkara perceraian selain mendapat
justifikasi Undang-Undang juga selaras dengan tuntunan dan tuntutan ajaran
Islam. Dalam penelitiannya dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya hakim
yang telah ditempuh adalah pengetahuan hakim tentang latar belakang
permasalahan, penundaan sidang, pemanggilan saksi keluarga, penyampaian
nasihat keagamaan dan permohonan hakim kepada para pihak untuk meminta
nasihat kepada BP-4, keberhasilan upaya ini berarti partisipasi riil hakim
dalam menanggulangi salah satu patologi sosial. Ketiga, Fahrur Roji dengan
karyanya Eksistensi Hakim dalam Melaksanakan Asas Mempersukar
Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakaria (Tahun [995-
1996).° yang menjelaskan bahwasannya dalam menghadapi perkara
perceraian, hakim telah berfungsi sebagai pendamai bagi pihak-pihak yang
bersengketa untuk menghentikan persengketaannya yaitu mengupayakan tidak
terjadinya perceraian, juga memberi nasihat dan menjelaskan dampak-dampak
yang akan timbul dari scbuah perceraian. Keempat, penelitian yg dilakukan M.
Uswat Khasani berupa Badan Penasihat Perkawinan Perselisihan dan
Perceraian (BP-4) dan Peranannya dalam Mendamaikan Pasangan Suami
Isteri yang Akan Bercerai (Studi di Kotamadya Yogyakarta),'’ yang

menjelaskan bahwasannya peran BP-4 kotamadya Y ogyakarta dapat dirasakan

? Fahrur Roji,"Eksistensi Hakim Dalam Melaksanakan Asas Mempersukar Terjadinya
Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta (tahun 1995-1996)", skripst tidak diterbitkan,
Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

1 M. Uswat Khasani, "Badan Penasihat Perkawinan Perselisihan Dan Perceraian (BP-4)
Dan Peranannya Dalam Mendamaikan Pasangan Suami Isteri Yang Akan Bercerai (studi di
kotamadya Yogyakarta)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta (1998).
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manfaatnya oleh para pasangan suami isteri yang akan bercerai. Kelima, Siti
Magesaroh dalam skripsinya yang berjudul Studi tentang Tugas Operasional
Lembaga BP-4 dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga Muslim di Wilayah
Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta."' Karya ini berusaha menjelaskan
tentang usaha perdamaian yang dilakukan BP-4 tidak lain hanya untuk
menghindari terjadinya perceraian, bertolak dari sanalah BP-4 mengukuhkan
dirinya sebagai pihak ketiga yang netral yang berdiri diatas kebenaran dan
keadilan.

Dari penelaahan terhadap skripsi-skripsi serta penelitian yang berhasil
ditemukan oleh penyusun, maka menurut penyusun penelitian ini layak untuk
dilanjutkan sebab penelitian tentang upaya Hakim dalam mendamaikan
perkara perceraian di Pengadilan Agama Banyumas, penyusun tidak

menemukannya.

E. Kerangka Teoretik.

Lembaga perdamaian merupakan salah satu lembaga yang sampai
sekarang dalam praktek pengadilan telah banyak mendatangkan keuntungan
baik bagi hakim maupun bagi pihak-pihak yang berperkara. Keuntungan bagi
hakim, dengan adanya perdamaian itu berarti para pihak yang bersengketa
telah ikut menunjang terlaksananya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya

ringan. Sedangkan keuntungan bagi pihak yang bersengketa adalah dengan

" Siti Maesaroh, "Studi Tentang Tugas Operasional Lembaga BP-4 Dalam Pembinaan
Keutuhan Keluarga Muslim Di Wilayah Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta", skripsi tidak
diterbitkan, Fakultas Syari'ah TAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).
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terjadinya perdamaian itu berarti mereka telah menghemat ongkos berperkara,
mempercepat penyelesaian dan menghindari putusan yang bertentangan.
Apabila penyelesaian perkara berakhir dengan perdamaian maka menambah
jalinan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa, hubungan yang sudah
retak dapat terjalin kembali seperti sediakala, bahkan mungkin akan
bertambah akrab persaudaraannya.'?

Judul yang akan diteliti adalah yang berkaitan dengan usaha penegak
hukum dalam hal ini adalah hakim dalam menerapkan ketentuan peraturan
yaitu azas wajib mendamaikan terhadap proses perkara yang akan diadilinya,
dengan maksud meminimalisir akan terjadinya perceraian.

Tentang hal yang berhubungan deangan perceraian dikemukakan dalam
Pasal 65 dan 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 39 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975. Dalam pasal-pasal ini dikemukakan bahwa Hakim wajib
mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum putusan dijatuhkan."

Apabila terjadi perdamaian dalam perkara perceraian maka perkara
perceraian itu dicabut atau diputus damai. Terhadap hal ini ada dua pendapat
dalam praktek Peradilan Agama, yaitu: pertama, pencabutan tersebut cukup
dicatat dalam berita acara sidang dan perkara tersebut dicoret dari daftar
perkara yang ada di Pengadilan Agama. Kedua, pencabutan tersebut tidak

cukup dengan hanya dicatat dalam berita acara sidang tetapi harus dibuatkan

12 Abdul Manan, Pererapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, cet.
Ke-1 (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), hlm. 95.

3 1bid.
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produk berupa penetapan atau putusan.'* Dalam usaha mendamaikan perkara
perceraian kita mengenal adanya Hakam. Hakam menurut Morteza Mutahhari
merupakan sinonim dari kata “arbiter” yang berasal dari kata latin arbitrare
(bahasa latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara
menurut kebijaksanaan.'> Menurut beliau Hakam dipilih dari keluarga suami dan
isteri, ini sama dengan pengertian yang dirumuskan pada penjelasan Pasal 76
ayat 2 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu Hakam adalah
orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak
keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan
terhadap Syigaq”. Tentang persoalan hakam di dalam firmanNya pada surat

An-Nisa’ ayat 35 yang berbunyi :

B3 adhaal 1y 3 o Lelal (e L g alal (o L | il Lagty (3l s ()

101 s Lale (IS &1 () Lagiy 0

Allah dalam ayat tersebut di atas memberikan penjelasan bahwasannya
jika terjadi perselisihan antara suami dan isteri maka dianjurkan untuk
mengangkat seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak
isteri. Dalam tafsir yang ditulis Dr. H. Mahmud Yunus beliau menerjemahkan

ayat tersebut : “kalau kamu ketahui perselisihan antar keduanya (laki-istri),

Y Ibid, him. 104,

' joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Liar Pengadilan : Negosiasi,
Mediasi, konsiliasi, dan Arbitase, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2001), him. 96.

¢ Al-Nisa’ (4): 35
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hendaklah kamu utus seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang

”

hakam dari keluarga perempuan....... . mengenai keterangan ayat tersebut
beliau menulis, “kalau terjadi perselisihan antara suami istri, hendaklah
diadakan seorang Hakam dari keluarga suami dan seorang Hakam dari
keluarga istri.'’ Kedua hakam tersebut berusaha memperdamaikan antara
keduanya, sehingga dapat hidup kembali sebagai suami istri”. jelas dapat
dilihat dari sumber asli yang ditentukan dalam surat an-Nisa’ : 35 , Hakam
terdiri dari dua orang yang diambil atau dipilih masing-masing satu orang dari
keluarga suami dan satu orang dari keluarga isteri.

Dari definisi-definisi yang tersebut di atas penyusun memberi
kesimpulan bahwasannya dalam mengupayakan perdamaian pada perkara

perceraian hakim perlu untuk mengangkat hakam. hal tersebut bisa sangat

membantu bagi para Hakim dalam mengupayakan perdamaian tersebut.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis dan Sifat penelitian.

Penyusunan skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field
research), yakni penelitian yang data maupun informasinya bersumber dari
lapangan yang digali secara intensif yang disertai dengan analisa dan
penelitian kembali atas data atau informasi yang telah dikumpulkan. Di sini,
penyusun mengamati bagaimana metode yang digunakan Hakim di

Pengadilan Agama Banyumas dalam mendamaikan para pihak yang

114,

17 Mahmud Yunus, Tafsir Al-Qur'an al-karim, (Jakarta : Hadikarya Agung, 1986), him.



berperkara dalam perkara perceraian, serta faktor-faktor pendukung dan
penghambat terjadinya perdamaian pada perkara perceraian. Adapun lokasi
yang dijadikan obyek penelitian ini adalah Pengadilan Agama Banyumas.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu dalam hal
ini penyusun terlebih dahulu menjelaskan perceraian dan perdamaian yang di
dalamnya meliputi pengertian, dasar hukum, serta faktor-faktor penyebabnya.
Dalam hal ini peneliti juga menjelaskan proses-proses perkara perceraian serta
perdamaiannya yang terdapat di Pengadilan Agama Banyumas, kemudian
menganalisanya.
2. Metode Pengumpulan Data.

Dalam tahap ini, data-data yang dikumpulkan oleh penyusun didapatkan
melalui :

a. Wawaneara.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan
peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui
bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat
memberikan keterangan pada peneliti.'® Dalam hal ini, wawancara
dilakukan dengan empat Hakim Pengadilan Agama Banyumas yaitu
Drs. Syahrial, Zubaidi, SH, Drs.H. R. Manshur dan Drs. Al-Mahdi,

SH.

'® Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, cet. Ke-7, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2004), hlm. 64.
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b. Dokumentasi.
Yakni mengkaji data-data yang berupa catatan-catatan, dokumen
atau arsip-arsip perkara perceraian di Pengadilan Agama Banyumas.
3. Analisis Data.

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis
catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan
pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai
temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut,
analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari pemaknaan.'?

Bahan data yang terkumpul, selanjutnya dianalisis dan diinterpretasikan
dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni penelitian yang
menguraikan data-data dan fakta-fakta berdasarkan isi yang terdapat di
dalamnya.”’

Sedangkan pola pikir yang digunakan dalam data pada penelitian ini
adalah pola pikir deduktif.’' Sutrisno Hadi dalam bukunya “Metodologi
Research” memberikan pengertian bahwasannya cara berpikir deduktif ialah
apa saja yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam suatu kelas atau
jenis, berlaku juga sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang

termasuk dalam kelas atau jenis itu. Jika orang dapat membuktikan bahwa

" Noeng Mubhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Posivistik,

Rasionalistik, Phenomenologik, Dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks Dan Penelitian
Agama, cet. Ke-7 (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1996), him. 104.

*" Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, cet. Ke-8 (Jakarta: Rajawali Press, 1994), him,
83.

! Metode deduktif didefinisikan sebagai pola penerapan penalaran yang berpangkal dari
postulat-postulat umum untuk melakukan penilaian terhadap peristiwa khusus, lihat Sutrisno
Hadi, Metode Research, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Andi Ofset, 1989), him. 36.
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suatu peristiwa termasuk dalam kelas yang dipandang benar, maka secara
logik dan otomatik orang dapat menarik kesimpulan bahwa kebenaran yang
terdapat pada kelas itu juga menjadi kebenaran bagi peristiwa yang khusus itu.
Dalam penyusunan ini dipaparkan secara definitif tentang konsep perdamaian
pada perkara perceraian, hubungan struktur, fungsi hakim serta para pihak
dalam perkara perceraian secara umum, kemudian penyusun berupaya
menganalisis dan merumuskan secara spesifik sesuai dengan arah pembahasan
masalah.

4, Pendekatan.

Untuk mendapatkan kejelasan jawaban masalah serta pengetahuan yang
benar, maka penyusun menggunakan dua metode pendekatan. Pendekatan
yang dimaksud adalah:

a. Pendekatan yuridis, yakni pendekatan yang dikaji dengan tolok ukur
tata aturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif). Dalam
konteks ini yang mengatur perkawinan pada umumnya serta tata cara
berperkara perceraian di Lembaga Peradilan, khususnya Peradilan
Agama.

b. Pendekatan normatif, yakni cara mendekati masalah yang diteliti dengan

mendasarkan pada hukum Islam.”

42.

= Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Press, 1997), him.
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G. Sistematika Pembahasan.

Penulisan sebuah karya membutuhkan sistematika yang jelas. Skripsi ini
terdiri dari tiga bagian utama yaitu, pendahuluan, isi dan penutup yang
masing-masing saling berhubungan.

Bagian pendahuluan skripsi ini berisi tentang latar belakang masalah,
pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka
teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bagian isi skripsi ini memuat tiga bab yang masing-masing
penjelasannya sebagai berikut:

Bab kedua skripsi ini memaparkan gambaran umum tentang perceraian.
Yang di dalamnya memuat pengertian, dasar hukum, macam-macam dan
faktor-faktor penyebab terjadinya. Dalam bab dua ini pula penyusun
menjelaskan secara rinci tentang perdamaian pada perkara perceraian. Hal ini
dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang perceraian dan
perdamaian pada perkara perceraian itu sendiri agar di dalam penelitian yang
dilakukan oleh peneliti lebih bisa fokus pada permasalahan, serta dapat
membantu mempermudah dalam mengambil kesimpulan.

Bab ketiga skripsi ini membahas profil dan perkara perceraian di
Pengadilan Agama Banyumas antara tahun 2002-2004. Pada bab ini Penyusun
memaparkan gambaran umum Pengdilan Agama Banyumas serta perkara
perceraian yang masuk antara tahun 2002-2004. Juga menjelaskan perkara
perceraian yang berhasil diputus cerai dan perkara perceraian yang berhasil

didamaikan.
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Bab keempat skripsi ini membahas secara jelas tentang bagaimana dan
apa saja tindakan Hakim dalam mengupayakan perdamaian pada perkara
perceraian di Pengadilan Agama Banyumas serta faktor-faktor yang menjadi
pendukung dan penghambat terjadinya perdamaian.

Pada bab kelima skripsi ini berisi tentang kesimpulan dan saran serta

dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.



BAB Y
PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, dapat diambil
beberapa kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan
pembahasannya sebagai berikut:

1. f:\dépun langkah yang ditempuh Majelis Hakim dalam mendamaikan perkara
~. perceraian adalah pertama, menasehati. Kedua, menunda Sidang yang
biasanya dilakukan sebanyak 2-3 kali. Ketiga, menghadirkan pihak ketiga
(kondisional). Sementara itu, Optimal atau tidaknya sebuah proses
perdamaian dalam perkara perceraian sebenarnya terletak pada Hakim dalam
motivasinya. Hakim (sebagai penegak hukum) memiliki pengaruh terhadap
upaya perdamaian di Pengadilan Agama Banyumas. Para Hakim di
Pengadilan Agama Banyumas yang memiliki motivasi untuk memenuhi
kepentingan hukum acara, kewajiban moral dan demi tercapainya sebuah
proses beracara atau terselesaikannya perkara dengan sederhana, cepat dan
biaya ringan adalah motivasi yang ideal, sehingga peran Hakim dalam
upayanya mendamaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Banyumas
sudah optimal.
2. Faktor pendukung dan penghambat bagi Hakim Pengadilan Agama
Banyumas dalam mengupayakan perdamaian pada perkara perceraian antara

lain:

77
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faktor-faktor pendukung:

—  kehadiran kedua belah pihak dalam persidangan, maksudnya salah satu
atau kedua-duanya tidak ada yang mewakilkan terhadap kuasa
hukumnya.

—  Kemampuan hakim dalam berkomunikasi serta menasehati terhadap
para pihak.

-~ kemampuan Hakim dalam menjelaskan ayat-ayat juga hadis-hadis
yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian pada saat
memberikan nasehat terhadap para pihak.

Faktor-faktor penghambat:

-~ Antara pihak tergugat dengan penggugat kuarang kooperatif.

—  Kurangnya kepedulian mereka terhadap anak (jika sudah ada anak).

—  Kurangnya kemampuan Hakim dalam menjelaskan ayat-avat juga
hadis-hadis yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian pada
saat memberikan nasehat terhadap para pihak.

~  Keadaan rumah-tangga pihak yang berperkara memang sangat sulit
untuk didamaikan setelah hakim mengadakan pemeriksaan-

pemeriksaan.

B.Saran-saran.
1. Mengingat pentingnya mediasi di Pengadilan Agama sebagai wujud dari
upaya pelaksanaan SEMA No. 1 Tahun 2002, maka untuk Pengadilan

Agama Banyumas dan pihak-pihak yang terkait agar segera memproses
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petunjuk pelaksanaannya aturan media tersebut. Sebab, penggunaan
mediasi dinilai sangat membantu dan efektif dalam upaya mendamaikan
pihak yang bersengketa.

. Majelis Hakim seharusnya meningkatkan kualitas keilmuannya
khususnya yang berkaitan dengan ilmu komunikasi, konsultasi, konseling
dan ilmu tafsir dan hadis. Hal ini berguna sebagai modal untuk
memberikan penyadaran bagi pihak-pihak yang bersengketa.

. Tidak ada sebuah karya yang dihasilkan dari buah pikiran manusia yang
sempurna tanpa ada kekurangan sedikitpun. Oleh karena itu penelitian
tentang Peran Hakim dalam Upaya Perdamaian pada Perkara Perceraian
di PA Banvumas Tahun 2002-2004 masih sangat terbuka bagi peneliti-
peneliti yang lain, khususnya bagi mereka yang berkompeten dalam studi

hukum Islam.
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Lampiran 1

BAB1

TERJEMAHAN

No.

FTN

TERJEMAHAN

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-
bisikan, kecuali dari bisikan-bisikan orang-orang
yang menyuruh (manusia) memberi sedekah dan
berbuat makruf atau mengadakan perdamaian di
antara manusia. Al-Nisa' (4): 114,

12

16

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara
keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari
keluarga laki-laki dan perempuan. jika kedua orang
itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya
Allah memberi taufik kepada suami istri, sungguh
Allah itu Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
Al-Nisa’ (4): 35

BAB 11

NO.

HLM

FTN

TERJEMAHAN

19

Talak berasal dan kata al-itlag artinya melepaskan
Atau meninggalkan.

20

Melepaskan ikatan baik yang bersifat inderawi
(hakiki) seperti melepaskan kuda dan melepaskan
tawanan maupun secara ma’nawi  seperti
melepaskan perkawinan.

20

Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan.

20

Talak menurut syara’ adalah melepaskan tali
perkawinan.

20

Talak menurut syara’ adalah melepaskan ikatan
perkawinan dengan lafadz talak dan sejenisnya.

20

Menghilangkan suatu hubungan perkawinan atau
hilangnya akad sehingga istri tidak lagi halal
baginya setelah itu.




21

Menurut istilah artinya melepaskan ikatan
perkawinan (nikah).

22

11

Perbuatan yang boleh tapi dibenci Allah adalah
talak.

39

19

Akad yang memutuskan dua pihak yang berselisih.

10

39

20

Memutuskan suatu persengketaan.

11

42

26

Apabila terjadi syigaq antara suami isteri dan boleh
jadi telah menjadi permusuhan, dan khawatir akan
terjadi perceraian sedang kehidupan suami isteri
dihadapkan pada ambang pintu kehancuran, maka
hakim mengutus dua orang hakam untuk memeriksa
masalah kedua suami isteri itu. Dan kedua hakam
itu melakukan hal-hal yang dianggap maslahat,
demi untuk kekalnya perkawinan atau mungkin
juga memutuskan perkawinan itu.

12

42

27

Bagi kedua Hakam itu disyaratkan : kedua-duanya
harus orang yang berakal, baligh, adil dan muslim.
Kedua orang hakam itu tidak disyaratkan harus dari
keluarga pihak suami isteri, hakam boleh saja orang
lain dan bukan dari keluarga pihak suami isteri. Dan
perintah yang ada dalam ayat itu adalah perintah
sunnah. Karena memang hakam dari pihak keluarga
dari satu segi lebih kasih saying dan lebih tahu atas
segala apa yang terjadi dan dari segi lain lebih
mengetahui keadaannya.

13

43

28

Bahwa kedua orang hakam itu disyaratkan harus
orang yang merdeka, adil dan menguasai
permasalahannya tanpa harus mencari-cari. Dan
menurut pendapat yang kedua, kedua orang hakam
itu disyaratkan orang laki-laki. Dan adanya hakam
dari pihak keluarga suami isteri lebih utma dan
bukan wajib.




14

48

29

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara
keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari
keluarga laki-laki dan perempuan. jika kedua orang
itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya
Allah memberi taufik kepada suami istri. Al-Nisa’
(4): 35

13

48

30

Perdamaian itu diperbolehkan di kalangan kaum
muslim.

16

48-49

31

Perdamaian diperbolehkan di kalangan kaum
muslimin, selain perdamaian yang mengharamkan
yang halal atau menghalalakan yang haram. Dan
orang-orang Islam (yang mengadakan perdamaian
itu) bergantung jalan mereka (yang etlah
disepakati), selain jalan yang mengharamkan yang
halal atau menghalalkan yang haram.




Lampiran 11

Hasil wawancara dengan hakim P.A Banyumas

Kewajiban Hakim dalam mengupayakan perdamaian telah diatur dalam
Undang-undang, berarti secara tidak langsung ada perintah terhadap
Hakim untuk bersifat aktif dalam hal ini. Aktif yang bagaimana menurut
Bapak? '
Jawab ;

Pada intinya semua perkara itu sama dengan artian semua perkara sebelum
dimulainya persidangan diwajibkan terhadap para Hakim untuk
mengadakan upaya perdamaian. Khusus dalam perkara perceraian
biasanya para Hakim mengupayakan perdamaian dengan cara memberikan
pengarahan-pengarahan terhadap para pihak tentang efek negatif bila nanti
terjadi perceraian. Dalam hal ini biasanya para Hakim memberikan saran-
saran terhadap para pihak agar berdamai dan tidak melanjutkan
perkaranya.

Adakah usaha dari para Hakim untuk mendamaikan di luar persidangan?
Bagaimana bentuk serta hasilnya?

Jawab :

Usaha dari Hakim untuk mendamaiakan di luar persidangan sampai saat
ini memang tidak ada, sebab hal itu sudah di luar dari kewenangzan Hakim.

sejauh mana keaktifan para Hakim dalam mengupayakan perdamaian
tersebut?

Jawab :

Dalam mengupayakan perdamaian biasanya pada setiap akan dimulainya
persidangan para Hakim pertama-tama memberikan nasihat terhadap para
pihak agar tidak melanjutkan persidangan lalu berdamai. Merekapun
selalu mengingatkan bahwasannya jika terjadi perceraian efek negatifnya
tidak hanya pada mereka berdua tetapi juga terhadap nasib anak-anak
mereka. Jika cara pertama tersebut belum berhasil akan tetapai Hakim
melihat bahwasannya para pihak masih ada indikasi untuk berdamai,
biasanya hakim dalam hal ini akan menunda persidangan seleina Kurang
lebih satu bulan dengan maksud memberikan waktu agar paro pihak bisa
memikirkan serta membicarakan kembali tentang niat untuk mereka
bercerai, dengan cara tersebut diharapkan meceha mau mengurungkan
niatnya lalu berdamai.

faktor-faktor apasaja yang menjadi pendukung dan penghambat bagi
Hakim dalam mengupayakan terjadinya perdamaian?

Jawab :

faktor-faktor yang menjadi pendukungnya antara iain:
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— kehadiran kedua belah pihak dalam persidangan, maksudnya salah satu
atau kedua-duanya tidak ada yang mewakilkan terhadap kuasa
hukumnya.

— Kemampuan hakim dalam berkomunikasi serta menaschati terhadap
para pihak.

—  kemampuan Hakim dalam menjelaskan ayat-ayat juga badis-hadis
vang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian pada saat
memberikan nasehat terhadap para pihak.

Sedangkan faktor-faktor yang menjadi penghambatnya antara lain:

— antara pihak tergugat dengan penggugat kuarang kooperatil.
kurangnya kepedulian mereka terhadap anak (jika sudah ada anak)

- Kurangnya kemampuan Hakim dalam menjelaskan ayat-ayat juga
hadis-hadis vang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian pada
saat memberikan naschat terhadap para pihak.

— keadaan rumah-tangga pihak yang berperkara oleh hakim setelah
diadakan pemeriksaan, memang sulit untuk didamaikan.

dalam mengupayakan perdamaian perlukah adanya keterlibatan pihak lain
untuk membantu proses perdamaian tersebut? Menurut Bapak scjauh mana
keterlibatan mercka dianggap perlu?

Jawab :

Sangat perlu, khususnya keluarga para pihak semestinya mereka
semaksimal mungkin memberikan naschat-naschat terhadap para pihak
agar tidak jadi bercerai.

menurut bapak efektifkah proses Mediasi digunakar dalam mengupayakan
perdamaian dan apakah Pengadilan Agama Banyumas telah menerapkan
metode tersebut?

Jawab :

scbenarnya efektif, tapi sampai saat ini PA. Banyumas belum
melaksanakannya sebab belum ada petunjuk pelaksanaannya yang jelas.

menurut Bapak scjauh mana para Hakim dalam mengusahakan proses
perdamaian tersebut agar tidak dianggap cuma formalitas belaka,
mengingat bahwa mengupayakan pedamaian terscbut  merupakan
kewajiban vang harus dilakukan oleh Hakim pada setiap menyelesaikan
perkara?

Jawab :

Para Hakim dalam mengupayakan terjadinya perdamaian tidak hanya pada
sidang pertama saja, tapi sctiap akan melakuan sidang para Hakim
berusaha mendamaikan para pihak,



Lampiran 1]

BIOGRAFI ULAMA

1. Hasbi As Siddigiey

Lahir di Lhokseumawe, Aceh Utara pada 10 Maret 1904. ia
merupakan keturunan yang ketiga puluh tujuh dari Abu bakar Ash Shiddiq.
Ia memperoleh gelar Doktor H.C., dari Unisba (1975), dan dari IAIN Sunan
Kalijaga (1975), dan menjadi Guru Besar dalam bidang pengetahuan Hadis.
Meskipun demikian ia mampu dan menguasai bidang ilmu figh dan wgal al
figh serta ilmu tafsir. Karya monumentalnya adalah Tafsir an Nur (30 Jilid)
yang ia selesaikan pada tahun 1961. la meninggal pada hari Selasa 9
Desember 1975.

2. Sayyid as-Sabiq

la adalah seorang ulama’ besar ternama dalam bidang ilmu figh. Ia

menjadi guru besar pada Universitas al-Azhar dan seorang ustadz al-Bana.

* la juga seorang mursyid al-umam dari partai politik Ikhwanul Muslimin,

penganjur ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan hadis. Seorang pakar

hukum Islam dan karyanya yang terkenal adalah al-Figh al-Sunnah yang

merupakan salah satu referensi bidang figh pada perguruan tinggi Islam
terutama pada Fakultas Syari’ah.

3. Abu Dawud.

Nama lengkapnya adalah Sulaiman Ibnu al-Asy’as al-Azdi al-
Sijistani. Beliau dilahirkan pada tahuhn 817 M (202 H) di kampung Sijistan
dekat Basrah. Beliau berhasil menjumpai sejumlah Imam penghafal hadis,
di antaranya Abu Amr ad-Darir al-Qalabi, Abdul Wahid at-Tayadisi, Imam
Ahmad, dan lain-lain.

Abu Dawud menulis sejumlah kitab, yang populer adalah kitab
Sunan Abu Dawud yang merupakan kumpulan hadis hukum yang ditulis
menurut tertib kitab figh. Selama pengembaraannya, beliau berhasil
mengumpulkan sejumlah 500 ribu buah hadis. Kemudian beliau melakukan
penyeleksian dan akhirnya terpilih sejumlah 4800 ribu buah hadis.
Sungguhpun Abu Dawud telah melakukan penyeleksian, tidak berarti
semua hadis yang tersusun dalam karyanya adalah sahih. Hanya saja secara
kritis beliau memberikan penjelasan tentang kualitas masing-masing hadis
tersebut, terutama untuk hadis-hadis yang tidak masuk dalam kategori hadis
sahih. Beliau wafat pada tanggal 16 Syawal 275 H (889 M.).



4. Bukhari.

Buhari merupakan seorang ulama besar yang tersohor dan tidak ada
tandingannya dalam bidang hadis. Nama lengkapnya adalah Al-Imam Abu
Abdillah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Mugirah al-Bukhari
yang lahir di kampung Bukhara pada tahun 184 H (816 M.).
kemasyhurannya disebabkan oleh usahanya dalam mengumpulkan hadis
yang dihimpun dalam karyanya al-Jami'ah al-Sahih di mana oleh kaum
muslim dianggap sebagai kitab Islam yang paling mulia dan utama setelah
kitabullah.

Ketika memilih hadis-hadis sahih itu, beliau telah menampakkan
kecerdasan dan kecermelangannya dengan menyeleksinya secara teliti, dan
beliau sangat teguh memegang amanat dalam mengemukakan isi hadis
yang diriwayatkannya. Ukuran utama yang dijadikan sebagai pedoman
adalah mengecek kebenaran para perawi hadis, ahli hadis beserta identitas
mereka. Beliau meneliti ketakwaan orang-orang dalam mata rantai
periwayatan, meneliti juga segi kejujuran dan ketidakterlibatan mereka
dalam fanatisme mazhab.

Dalam karyanya beliau telah menetapkan bahwa hadis sahih adalah
hadis yang kesahihannya disepakati oleh rawi sigar yang meriwayatkan dari
seorang sahabat yang masyhur dan tidak terjadi perselisihan di antara para
rawi sigat itu sendiri. Persyaratan lain, mata rantai (sanad) hadis harus
bersambung dan tidak terputus. Adapun seleksi hadis yang dilakukannya
adalah didasarkan pada pada kesahihan mata rantai rawi, bukan didasarkan
pada matan (isi atau inti) hadisnya. Beliau wafat di kota Samarkand pada
malam Idul Fitri tahun 256 H (878 M), dalam usia 62 tahun.

5. Muslim.

Beliau adalah seorang ahli hadis terkenal yang menyusun kitab Sahih
Muslim. Nama lengkapnya adalah Abu Husein Muslim bin al-Hajjaj al-
Qusyairi an-Naisaburi, yang lahir pada tahun 204 H (820 M), di Kota
Naisabur.

Beliau sangat terkenal sebagai tokoh hadis yang terkemuka dan
seorang ‘alim yang ternama. Dalam mempelajari hadis, beliau mengadakan
perlawatan ke beberapa negeri Hijaz, Mesir, Syam, Irak. Beliau mendalami
hadis pada tokoh-tokoh hadis kenamaan di negeri-negeri yang beliau
singgahi itu, umpamanya di Khurasan beliau belajar pada ahli hadis
terkemuka yaitu Yahya ibnu Yahya dan Syeikh Ishaq ibnu Rawahinah, ,di
Hljaz beliau menimba ilmu dari Sa’id ibnu Mansur dan Abu Mus’ad, di
Mesir beliau belajar pada Amru ibnu Sawwad dan Syeikh Harmalah ibnu
Yahya dan Imam Bukhari sebagai gurunya yang paling dihormati.
Sedangkan karya terbesar beliau dalam bidang hadis adalah kitab Al-Jami’



as-Sagir atau Sahih Muslim. Beliau wafat pada hari Ahad bulan Rajab
tahuhn 261 H (875 M.).
6. Asy-syitibi

Nama lengkapnya Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi al-
Garnati Asy-syatibi. Tanggal dan tahun kelahirannya serta latar belakang
kehidupannya belum banyak diketahui. Meskipun demikian, diyakini ia
dilahirkan di Syatibah yakni sebuah kota kecil di wilayah Granada. Setelah
mengajar di Universitas Granada pada masa itu, ia banyak melakukan
aktivitas menulis, khususnya mengenai bidang bahasa dan tata bahasa,
selain juga menulis tentang figh dan Ugsdal al-Figh. Adapun karvanya yang
monumental adalah Al-Muwafagat fi usil asy-Syari’ah. Ta wafat pada
tanggal 8 Sya’ban 790 H/1388 M.

7. Abdul Wahhab Khallaf

Lahir di Mesir pada 1888. Guru Besar Pada fakultas Syari’ah
Universitas Kairo. Ta meninggalkan banyak karya dalam disiplin ilmu
Syari’ah, antara lain : Ugal Al Figh dan Ahkam Ahwal asy Syakhsiyyah.
Meninggal pada hari Jum’at 20 Januari 1956.

8. Fazlur Rahman

Ia lahir di Pakistan pada 1919 M. ia lulus sebagai sarjana di
Universitas Punjab dan mendapatkan gelar Doktor (P.hd.) dari Universitas
Oxford. Setelah mengajar di Universitas Durham dan Lembaga Studi
Keislaman pada Universitas Mc Gill di Montreal, Kanada. Ia kemudian
memutuskan untuk kembali ke Pakistan dan menjabat sebagai Direktur
Lembaga Pengkajian Islam (Islam Research Institute) dan sebagai anggota
Dewan Ideologi Islam (Advising Counsil of Islamic Ideology) pada
pemerintahan Pakistan.
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